TAP 8 Penganggaran Daerah

Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyediakan layanan dasar inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan

- Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyusun kebijakan dan dokumen anggaran yang berorientasi pada penerapan dan pemenuhan layanan
' dasar inklusif, secara tepat waktu dan berkualitas

@ Pemprov/Pemda lokasi SKALA @ Kepala Daerah dan TAPD di lokasi - Pemprov/Pemda lokasi SKALA

Pemerintah pusat " memiliki dokumen KUA-PPAS yang SKALA menunjukkan komitmen dan ‘ mengembangkan RKA yang Pemimpin di
menjalankan peran selaras dengan KEM-PPKF Regional prioritas pada penerapan dan memanfaatkan nomenklatur belanja Prov/Kab lokasi
Sasaran koordinasi, termasuk berorientasi pada pemenuhan SPM, kebutuhan termutakhir SKALA

e pembinaan, enerapan dan pemenuhan SPM, Disabilitas, Lansia, dan Kelompok menunjukkan
dan pengawasan pemenuhan kebutuhan Disabilitas, rentan lainnya komitmen dan
terkait Lansia, dan kelompok rentan lainnya menjalankan peran
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terlatin dalam penyusunan penganggaran, Fasilitasi teknis penyampaian regulasi, ASN Pemprov terlatih dalam daerah
termasuk dalam penyusunan KUA P!DAS penerapan dan pemenuhan layanan pemanfaatan nomenklatur belanja
Sasaran yang selaras dengan KEM PPKF regional dasar yang inklusif termasuk kebijakan terbaru dan kekhususan Wilayah
Antara terkait KEM PPKF Regional kepada Papua
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